


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinena Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Tanjungpinang teiah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {(LAKIP) Tahun 2020 DPMPTSPF Kota
Tanjungpinang disusun sesuai Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinera [nstansi
Femerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2020, sebagai
konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan
pllar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LAKIP Tahun 2020 DPMPTSFP adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang
penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggarsan pelayanan perizinan dan non
perizinan DPMPTSP Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras
semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan
kehijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIF Tahun
2020 DPMPTSP Kota Tanjungpinang. Kami berharap agar laporan Akuntabiiitas Kinerja
DPMPTSP ini berguna untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dan Menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KDTA TANJUNGPINANG,

NIP. 19680306 198810 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah
wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan
kelerangan pertanggungawaban, dan ringkasan |aporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dagrah
sebagaimana dimaksud mencakup iaporan kinera instansi pemerntah. Dalam
penjelasan pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “laporan
kinerja instansi Pemenntah Daerah” dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja satiap
satuan kerja Perangkat Daerah. Dalam Perafuran Presiden Nomor 29 Tahun 2014
lentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi
pemenntah  wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kKeglatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran
atau target kinerja yang telah ditetapkan melalul laporan Kinerja instansi pemenntah
yang disusun secara penodik.

Akuntabilitas Kinerja Inslansi Pamerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
dalam mencapal tujuan dan sasaran organisas! yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemenntah yang balk, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selaku
unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja
Pembenahan kinenja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
sebagal sub sistem dar sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi
aspirasl masyarakat lerkait pelayanan publik

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperiukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sahingga
penyelenggaraan pemerntah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolus
dan nepotilsme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Mo. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan



dengan hal tersebut , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuniabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP . Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2020 yang dimaksudkan
sabagal perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, realisasi pencapalan indikator kinerja utama dan sasaran dengan
target yang tetah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Tanjungpinang, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan
susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomaor 40 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Orgamisasi dan Tata Kena Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , yang kemudian diubah
dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kera Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyal lugas pokck membantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan
pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu secara terpadu dengan prninsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
keamanan dan kepastian

FPada tahun 2018, DPMPTSP menearima kemball pendelegasian kewanangan
perizinan , yaitu berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan atas
peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian
kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2018 DPMPTSP saat inl sudah
menarima pelimpahan perizinan sebanyak 124 perizinan . Pada awal tahun 2009
BPZT menarima pelimpahan perizinan sejumlah 17 parizinan, kemudian berdasarkan
Perwako Nomar T tahun 2017 bertambah menjadi 32 perizinan. Pada tanggal 16 Mei
2018 DPMPTSP menerima lag pelimpahan kewenangan menjadi 89 perizinan
dengan perwako nomor 26 tahun 2018 dan di tahun 2019 DPMPTSP kemball
menerima pelimpahan kewenangan perizinan menjadi 124 perizinan.

Adapun jenis izin tersebut dibagi persektor yaitu .



1. Perizinan:
a. Sektor Pertanian, meliputi:
1)  lzin Praktik Dokter Hewan
2} lzin Pratik Paramedik Veleriner Pelayanan Keswan ( SIPP Keswan)
3} lzin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP
Inseminator)
4] lzin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemaeriksaan Kebuntingan
(SIPP PKB)
5) lIzin Pratik Paramedik \Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Asisten Teknis
Repraduksi (SIPP ATR)
6] Izin Usaha Veteriner
71 Izin Usaha Unit Pangan Asal Hewan
8) lzin Usaha Pemotongan Hewan dan /atau Penanganan Daging
8 Izin Usaha Budidaya Holtikultura
10} lzin Usaha Tanaman Pangan Proses Produks: (IUTP-PP)
11} lzin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
12) lzin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
13} lzin Mendirikan Rumah Potong Hewan
14) lzin Pemasukan dan Pengeiuaran Benih/Bibit Ternak
15) lzin Pemasukan dan Pengeluaran bahan Pakan Asal Hewan dan
Tumbuhan
16) lzin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
17) lzin Usaha Peternakan
18) lzin Usaha Obat Hewan
18) lzin Mendirikan Klinik Dan Rumah Sakit Hewan
20) lzin Usaha Fasllitas Pemeliharaan Hewan
21) lzin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan
b. Sektor Perindustrian, meliputi:
1) Izin Usaha Industn {IUI);
2] lzin Perluasan (IP);
c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi ;
1} lzin Lingkungan
2) lzin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan
Limbah B3
3) lzin Pembuangan Air Limbah
4) lzin Penimbunan lahan



d. Sektor Perdagangan, meliputi:
1) lzin Tempat Panjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
2} lzin Usaha Toko Swalayan (IUTS):
3} lzin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
4} lzin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPR);
5] Swrat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB):
B) Surat Izin Usaha Pardagangan (SIUP) dan
e. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:
1)  lzin Mendirikan Bangunan (IMB).
2y lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3)  lzin Pemanfaatan Ruang Milik Jatan;dan
4) lzin Penyelenggaraan Reklams;
5} lzin Pengeloiaan sampah
&) Parsetujuan Prinsip
7} lzin Lokasi
f. Sektor Kesehatan, meliputi:
1)  lzin Toke Obat;
2) |zin Toko Alat Kesehatan;
3) lzin Tukang Gigi;
4)  lzin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
5) lzn Usaha Mikro Obat Tradisional;
8) lzin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD),
7] lzin Penyelenggarasan Puskesmas;
8) lzin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama,
8) lzin Penyelenggaraan Optikal,
10) lzin Penyelenggaraan Klinik Dialisis;
11) lzin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D,
12) lzin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
13) lzin Mendirikan Klinik,
14) lzin Operasional Klinik;
15} Surat lzin Apotek (SIA);
16} Surat Izin Praktik Dokter;
17) Surat lzin Praktik Bidan:
18) Surat lzin Praktik Perawat
19) Surat lzin Prakiik Perawat Anastesi;



20}
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
28)
30)
1)
3z)
33)
34)
35)
38)
a7
38)
39)
40)

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
Surat izin Penyehat Tradisional

Surat Izin Pratik Apoteker (SIPA)

Surat [zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
Surat Izin Praktik Fisioterapis:

Sural Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP-RO);
Surat |zin Prakfik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKY)
Surat lzin Praktik Psikologis Klinis {SIPPK)

Surat izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)

Surat 1zin Praktik Akupuntur

Surat lzin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

Surat Izin Praktik Elektromedis {SIP-E)

Surat lzin Praktik Ortotik Prostetik

Surat lzin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)

Surat lzin Kena Tenaga Sanitanan

Surat Izin Kena Perekam Medis

Surat lzin Kena Tenaga Gizi | SIKTGz)

Surat |zin Kerna Teknisi TRansfusi Darah

Surat lzin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)

Surat Izin Kerja Radiografer { SIKR)

g. Sektor Perhubungan, meliputi:

1)
2)
)

lzin Penyelenggaraan Parkir Pihak Ketiga,
izin Pengusahaan Angkutan (SIPA)
Izin Operasional

h. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi:

1)
2)

lzin Lembaga Pelatihan Kerja;dan
Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

i. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:

j-

1}
2}
3]

4)

Izin Operasional Pendirian Sekolah SD dan SMP;

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keglatan Belajar
Masyarakat (PKBM).dan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP),

Sektor Penanaman Modal, meliputi:

1)

Pendaftaran Penanaman Modal:



2
3)
4)
3)

Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha,

lzin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;

lzin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;dan
lzin Usaha Penggabungan Untuk Berbagai Sektor Usaha

2. Non Perizinan:
Sektor Pertanian, meliputi:

1)
2]
3
4)
5)
&)

Tanda Dafiar Peternakan Rakyat,

Tanda Daftar Usaha Budidaya Holtikultura,

Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);

Tanda Daflar Usaha Penanganan Proses Pasca Panen (TDU-PP),dan
Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU);

Pendaftaran Usaha Peternakan

Sektor Perindustrian, meliputi:
- Tanda Daftar Industri (TDI);
Sektor Perdagangan, meliputi:
1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
2) Tanda Daftar Gudang (TDG),
Sektor Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, meliputi;
- Tanda Daftar Usaha Orang Persecrangan
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Sektor Pariwisata, meliputi:
1) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2} Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi,
3] Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
4) Tanda Daftar Usaha Kawasan Panwisata,
5) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
&) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreas:;
7) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata,
8) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan , Penjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran;
9) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;dan
10) Tanda Daftar Lisaha Spa.
11) Tanda daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
12) Tanda Daftar Usaha Jasa Panwisata

Sektor Kesehatan, meliputi:
1) Surat Terdaftar Penyehal Tradisional,
2) Serfifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM),



3) Suratl Keterangan Laik Sehal Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Rumah
Makan, Restoran, Kedai Kopi, Pujasera dan Cafe;

&) Surgl Kelerangan Laik Sehatl Tempal Pengelolaan Makanan (TPM)
Catenng/Jasa Boga;

5) Surat Keterangan Latk Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Hotel, Wisma,

B) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Salon dan
Pangkas Rambut;dan

7} Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU) Kolam Renang.
Pemandian Umum,

Dar Ke 124 (seratus dua puluh empat) izin tersebul, yang dikenal Retrbusi
hanya lzin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk izin yang lain tidak dikenai biaya (
berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang pajak daerah dan
retrnibusi daerah)

Ketentuan untuk penetapan retnbusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang nomor 5 tahun 2018 lentang perubahan perda nomor 7 tahun 2012
tentang perizinan tertentu.

Dalam penyelenggaraan perizinan DPMPTSP sudah melaksanakan
penyelenggaraan perizinan dengan sistemn Online, melalui 0SS, SIMBG, SLF dan
SiCantik CLOUD

C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daeran Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016
tentang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang
mempunyal lugas pokok membantu Walikota datam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal
dan pelayanan lerpadu salu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi_sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, terdiri dari
a.  Kepala Dinas;
b. Sekretanat
1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluas) dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
3. Sub Baglan Keuangan.
¢ Bidang Perencanaan Pengembangan |klim dan Promosi Penanaman Modal,
membawahkan:



1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal,
2. Seksi Pengembangan lklim Penanaman Modal.dan
4. Seksi Promosi Penanaman Modal
d Bidang Pengendalan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informas: Penanaman
Modal, membawahkan
1. Seksi Pemantavan Pangawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,
2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan
3, Seksi Pengolahan Data Dan Sistemn Informasi Penanaman Modal
g Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan A,
membawahkan:
1. Seks Pelayanan perizinan dan Non Penzinan A/,
2. Seks| Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Afll, dan
3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Penzinan AL
f.Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan B,
membawahkan:
1. Seksl Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/l
2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/, dan
3. Seksi Pelayanan penzinan dan Non Penzinan Bl
9. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
membawahkan:
1. Seks| Pengaduan dan Informasi layanan;
2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan
h Kelompok Jabatan Fungsional

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara
Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Lsporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut
. Bab |. Pendahuluan
Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta struktur organisasi
Il. Bab ll. Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Memuat uraian ringkas penanjian kinena tahun 2020
lll. Bab lil. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020
Memuat capatan kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja organisasi



dengan hasil pengukurannya
IV. Bab IV. Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP DPMPTSP Tahun 2020



BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan
memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan
instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan
mengalokasikan sefuruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapal tujuan organisasi.
Bahwa Perencanaan Strategis ini dalam penyusunannya dijiwal oleh visi dan misi
Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, RPIMD
Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) tahun 2020-2024, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tanjungpinang Tahun 2014, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPIMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Maksud darl penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun
sebagal penjabaran dari RPIMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategl, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simpiifikasi, keamanan dan kepastian selama kurun waktu tahun



2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam
mendukung Visi dan Misl Walikota Tanjungpinang.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam kurun
waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagal dasar
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
{DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah :

B. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pillhan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapal dalam pelaksanaan Renstra Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu
tahun 2018-2023 yaitu:
1. Meningkatkan Pertumbuban Investasi
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

C. SASARAN
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dar pencapaian
outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu:
1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2018 — 2023

TUJUAN 1:
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

TUJUAN 2:
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran vyang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target sebagal berikut ;
Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang (RPIMD)

Indikator Kondis
:
Kinerja Tujuan | Target Kinerja Program dan Kerangka | Kinerj
: Tujuan Sasaran | Sasaran Satuan Pendanaan pada
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | period
|3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.075. | 1.128, 1.245.1 | 5.660.4
Investasi 400~ | 620,- 401, | 871, 85, 7
Berskala
Nasional (PMA)
Jumiah Investor | mvestor 1 1 1 1 1 | 5
Berskala

- | Nasional (PMA) |
Jumiah Nilai Rp 3200 | 3400 350.0 | 370.0 | 350.000 | 1.770.0
Investasi 0000 | 0000 0000 | 00.00 | .000.00 | 0.000.0H
Berskala 0.000, | 0.000, 0.000, | 0.000, 0.-10
Nasional PMDN . - - * ([
Jumiah Investor | Investor | 100 | 105 110 | 115 120 550
Berskala
Wasional |
(PMDN)




3947

| 41.44

| 43.51

| 45.68

event

47,96

Ty

85

Jumilah perizinan
dan non /
pirijinan yang
terlayanl mekalul
sistem Informasi
penanaman
modal |

. —
Jumiah | b
Pengaduan Yang |

di Dindaklamjuti

dan disslecaikan |

102

100

m

2

102

102 102

100

100 ELY

Jumish Inovas

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan darl suatu tujuan
dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Penanaman Modal dan FTSP Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah

sebagai berikut:



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama
Dinas PM dan PTSP Kota Tanjungpinang Tahun 2020
N Sasaran |
0. Strategis | Indikator Kinerja Penjelasan
1 2 ' 3 4
1 Huninnht Jumiah investor berskala nasional Jumlah  investor berskala nasional
nya " (PMDN) PMDN
Realisasi | nilai Investas Berskala Nasional " Jumiah nilal investas berskala
Investasi |~ (PMON) | nasional PMDN
_Jumiah investor berskala nasional Jumiah investor berskala nasional
(PMA) PMA
- R : Jumilah nilal investas| berskala
Nitai Investasi Berskala Nasional (PMA) nasional PMA
Jumiah perusahaan PMA/PMDN
Persentase PMA/PMDN menyampai
" LKPM ol menyampalkan LKPM dibagi jumlah
- perusahaan PMA/PMDN dikali 100 |
_Jumiah event promost investasi yang Jumiah event promosi Investas! yang
| ditkut) / diselenggarakan difkuti/diselenggarakan
2  Meningkat Nilal Indeks Kepuasan Masyarakat atas Skor nilai Indeks Kepuasan
kan . 7 5 Pl o Masyarakat atas Pelayanan
Kualitas Pnl' nluh {PTEPEJE ) Palayanan Perijinan Satu Pintu
F“h“:m ! j
Jumiah Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah perijinan dan non perijinan
T i Meial
Yang Terlayan ui Sistem yang tert i melalul sié

Pelayanan Perizinan Terintegrasi

Sacara Eletrorik Nilal I o pelayanan perizinan terintegrasi
 Berskala Nasional (PMDN) secara elektronik

Persantase Pelaku Usaha/ Masyarakat | Jumiah pelaku usaha yang tertib

Tertib Perizinan administrasi dibagi jumiah izin yang

dllak:.rkan maney dikali 100

% Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan

" Diselesalkan

Jumiah Pengaduan Yang Masuk dan
diselesaikan dibagl Jumilal
pengaduan yang masuk dikali 100

_ Jumiah Inovasi Baru Yang

Dibuat/dilaksanakan

Jumilah Inovasl Yang Dibuat dan
Dilaksanakan

E. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja sebagal

oan jrol dee enceneran Lne e e s G-

penung  diakikan oleh’ pimpinan mﬁ’tanﬁs di lingkungan Pemerintahan, karena

merupakan tolak ukur apa yang diinginkan untuk dicapai. Perencanaan kinerja yang

dilakukan oleh OPD berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayal dari

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus

dalam mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan



tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2020
mengacu pada dokumen Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan
dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagal berikut:

PERJANJIIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TANJUNGPINANG
' No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target
- 8l 2 ! 3 | & @ ]
1 | Meningkatnya | Jumilah investor berskala nasional 110 Investor PMDN

Realisasi Investasi | (PMDN)

?rirﬁ,'l? I':n;aestasi Berskala Nasional 350.000.000.000,-
Emh investor berskala nasional | Investor PMA
I el T
Eﬁfﬁ”ﬂﬁ“ 43.51%

Jumiah event promosi investasi yang ' 2 kall
diikuti / diselenggarakan

2 | Meningkatkan |
Kualitas Pelayanan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Publik atas Pelayanan Pelayanan Perizinan | Balk ( 84.50 )
Satu Pintu (FTSP)

Jumiah Perizinan dan Non Perzinan
Yang Terlayani Melalul Sistem

Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Secara Eletronik

% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
dan Diselesaikan 100 %

102 Izin

| Jumiah Ingvasi Baru Yang
| Dibuat/dilaksanakan

1 Inovasi




PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

Program Penunjang Urusan Rp 11.256.456.242,- APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Iklim
Penanaman

Rp 99.307.090 - APBD
Program Promosi Penanaman Rp 199.995.564,- APBD

Rp

Rp

Modal
Program Pelayanan Penanaman
Maodal

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

181.221.667,- DAK

161,513.059,- DAK

Program Pengelolaan Data Dan Rp 53.837.560,- APBD
Sistem Informasi Penanaman
Modal



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilal keberhasilan dan kegagalan

pelakeanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang fefah
ditetapkan

Adapun Sasaran DPMPTSP Tahun 2018 - 2023 ada 2 (dua) sasaran dengan 11
(sebelas) Indikator Kinena Utama

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun
2020, dapat diuraikan sebagail berikut

' TUJUAN 1:
Meningkatkan Pertumbuhan Investas

SASARAN :
Meningkatnya Realisasi Investasi

I. Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
berdasarkan indikator masing-masing sasaran :

N Sasaran Indikator Capaian
|
o!| Strategis Kinerja Target
1 2 3 4 5
1  Meningkatnya _
Realisasi Jumlah investior
- berskaia nasional | 122_Investor 200 Investor PMDN
| Investasi (PMDN) PMDN

| " Nilai investasi |
| - Berskala 240.000.000.000.- | 289.347.627.061 -
| Nasional (PMDN)

Jumlsh investor
| . berskala nasional | 1 Investor PMA 0
(PMA)

Milai Investasi
- Berskala USS 1.075.620 USS 3,968,744,
Masional (PMA)

Persentase
PMA/PMDN 51.33
~ menyampaikan 41.44%
LKPM




- Jumiah avent

promosi investasi
- yang diikuti / 2 kali 1 kali
diselenggarakan
Analisa Capaian masing -masing Indikator adalah:
1. Jumlah dan nilai investasi berskala nasional (PMDN)
Tabel.1 dibawah ini
Indikator | Target Capaian | Target Capalan Target Capaian
kinerja Penetapan 2020 . Penetapan 2019 Penetapan 2018
| Jumiah PMDN | Jumish PMDN Jumiah PMDN
2020 2019 2018
| Jumizh |105PMDN |200PMDN | 1DOPMDN | 345PMDN | 100PMDN | 114 PMDN
| investor
berskala
nasional
{PMDN)

Nitai 340.000.000, | 289.347.627, | 320.000.000, | 535.836.321. | 320.000.000. | 570.706.583.
investag | 000,- 061,- 000 ,- 191,- 000,- 002,-
berskala
nasional
{PMDN)

= Indikator Kinerja untuk Jumlagh PMDN yang targetnya pada tahun 2020 adalah 105
PMDN dengan realisasi capaian yaitu 200 PMDN atau (190.47%) dan target.
Berdasarkan sektor usaha dapat dibagi atas 3 sektor , yailu . lersier, sekunder dan
sekior pnmer, yailu dengan nncian, sebagal berikut

1. 178 sektor Tersier, terdir

@ ~ o anow

8 Aktifitas penyewaan

3 aktivitas keuangan asuransi
4 aktivitas professional, iimiah dan teknis
4 aktivias jasa lainnya
3 aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas social
2 Aktivitas badan Internasicnal dan badan Ekstra Intemasional lainnya
2 Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
dan sewa guna usaha

wetenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

tanpa hak opsi,




h. 4 Aktivitas informasi dan komunikasi
I 4 Aktivitas kesnian, hiburan dan rekreasi
j. 42 Aktivitas kontruksi
k. 11 Aktivitas pengangkutan dan pergudangan
| 73 Aktivitas perdagangan besar dan eceran, reperasi dan perawatan mobil
dan sepeda motor
m. 10 Aktivitas akomodasi dan penyediaan makan
n. 2 Aktivitas pendidikan
0. B Aktivitas real estat
2. 15 sektor sekunder, terdin
a. 14 Industn Pengolahan
b. 1 pangelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan & daur limbah
sampah , remidias:
3. 7 sekior primer, teridin dari :
a. Pertanian, kehutanan,perikanan , pertambangan dan penggalian

Jumiah data investor PMDN ini diambil dari data yang tercatat dar hasil penghimpunan,
dan pemilahan data yang direkap dan formulir akiifitas harian yang bersumber dari
aplikas| portal Online Single Submission (055 .go.id) vyang dipilah lagi berdasarkan
pesaran modalnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) ke atas dan SIUP besar
yang besaran modalnya diatas Rp 10.000 .000.000,- (sepuluh milyar) yang diterbitkan
pada tahun 2020, dan untuk data persektor dipercleh dari data Sintem Informasi
Peluang Investasi daerah (SIPID). SIPID merupakan pedoman bagi investor yang akan
bennvestasi di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Capaian Jumlah investor berskala nasional (PMDN) ini dilihat dar capaian tahun 2018
terjadi penurunan jumlah dimana pada tahun 2019 jumlah PMDN adalah 345 PMDN |
terjadi penurunan 42.02 % . Pengurangan ini disebabkan karena kelesuan skonomi
akibat pandemi covid 19 yang sedang dan masih terjadi sampal saat ini,

» Untuk Target nitai investasi PMDN pada tahun 2020 adalah Rp. 340.000.000.000,-,
dan capaian nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2020 yang tercatat di
aplikasi O5S5.go.id adalah Rp. 957.121.258.784,- atau (281,50 %). Nilai investasi
PMDN ini adalah dari perusahaan menengah dan besar yang diterbitkan pada tahun
2020, dengan rincian sebagai berkut :

o Perusahaan Menengah Rp. 435.966 258. 784 - dengan 178 pelaku usaha
o Perusahaan Besar Rp. 521.155.000.000,- , dengan 22 pelaku usaha



Pada tahun 2020 berdasarkan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang
masuk yaitu baik secara onling atau manual, berjumlah 73 LKPM dengan total laporan
investasi Rp, 289.347 627 061 atau 85 10%. Jika dibandingkan dengan iahun 2019,
lerjadi penurunan capaian. Pada lahun 2018 capaian nilai investasi PMDN adalah Rp.
535 836,321.191,-.dari B2 pelaku usaha yang menyampalkan LKPM baik secara online
ataupun manual . Penurunan jumiah nilai investasi berskala nasional (PMDN) adalah
Rp 246 488654 130,- atau berkurang B5.00% dari tahun 2018. Adapun beberapa
penyebab tidak tercapainya target adalah :

1. Pada tahun 2020 kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal yang
telah disusun dan rutin dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena refocusing
anggaran

2. Pandemi covid-19 yang menimbulken kekhawafiran dan ketakutan dari pelaku
usaha untuk menenmsa petugas yang datang uniuk melakukan pemantauan,
pengawasan dan pembinaan LKFM online .

3. Pandemi covid-18 ini juga menyebabkan dumnia usaha tidak berkembang dan
pertumbuhan ekonomi yang stagnan disemua seklor perekonomian

4. Kendala lainnya adalah adanya migrasi data dan OSS Versi 1.0 ke O35 Versi 1.1
yang menyebabkan banyak data perusahaan yang fidak muncul sehingga harus
dilakukan update data kembali.

5. Masih kurangnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan realisas
penanaman modalnya

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalul Dinas Penanaman Modal terus
melakukan sosalisasi dan bimbingan kepada perusahaan yang menanamkan
madalnya di Tanjungpinang untuk melaporkan data investasinya baik per triwulan, atau
persemester setiap tahunnya sehingga tersedianya data nilai investasi lokal yang valid,
Pada tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampalkan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal, didukung oleh dana DAK MNon Fisik dari BKPM |
melalui kegiatan Pengendaban Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten /Kola, dengan sub kegiatan
o Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
o Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengalokasian DAK Non Fislk dana fasilitasi Penanaman Modal dimaksudkan untuk

membantu peningkatan realisasi invesiasi dan kepatuhan usaha dalam memenuhi
ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk mendapatkan kemudahan



penzinan berusaha di masing-masing daerah, sshingga diharapkan akan mendorong
peningkatan investasi secara nasional,

2. Jumiah dan nilai investasi berskala nasional (PMA) Tabel.2 dibawah ini

| Indikator = Target Capaian |  Target Capaian  Target Capaian
| kinerja Panetapan 2020  Penetapan 2018 Penetapan 2018
| Jumiah dan | Jumiah dan | Jumiah dan
Milsi PMA Nilsi PMA 2018 Nilai PMA
2020 2018
1 2 3 4 5 6 F
Jumiah 1 Investar 0 1 PMA 5 PMA 1 PMA 2 PMA
investor .
berskala
[ nasional
(FMA)
= =i
Milad ' USS uUsSs Uss uss uss uss
Investas 1075620 | 3068744 | 1.024400- | 10.692881,41 | 1.000.000 | 2.929.6855
berskaia | |
nasional
{PMA)

* Berdasarkan Perjanjian Kinerja ahun 2020 , Target jumiah investor berskala nasional
(PMA) adalah bertambahnya 1 PMA baru di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data
yang tercatat di OS5.goid , pada tahun 2020 tidak ada penambahan PMA di Kota
Tanjungpinang

* Untuk indikator Jumlah Nilal Investasi Berskala Nasional { PMA ), pada tahun 2020 tidak
ada penambahan PMA di kota Tanjungpinang, dilihat dari indikator realisasi Investasi
berdasarkan LKPM yang masuk terjadi penurunan realisasi investasi PMA dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi investasi PMA adalah LUS810,692, dan tahun
2020 realisasi investasi PMA adalah USS 3,965 - atau ada penurunan 16838 %.
Realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang
disampaikan oleh pelaku usaha melalul LKPM Online. Fakior yang mempengaruhi
capaian target indikator Jumlah investor berskala nasional (PMA) sangat rendah yaitu -
pada tahun 2020 dunia mengalami dampak dari pandemic covid-18, hampir semua
sektor usaha tidak dapat melakukan perluasan usaha ke negara lain. Sehingga hal ini
menimbulkan tidak adanya kegistan investasi baru ke negara yang diminatinya,
termasuk Indonesia. Kebijakan Lock down yang dilakukan hampir semua negara juga
menghentikan aktivitas perekonomian termasuk kegiatan Penanaman Modal Pada
tahun 2020 hanya kegiatan yang disektor medisfkesehatan yang berkembang. Dampak
dan pandemic dan kebjjakan negara-negara tersebut, berimbas juga kepada kota



Tanjungpinang, sehingga pencapaian target tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 2020
ada rencana dan investor asing untuk masuk ke kota Tenjungpinang, yaitu perusahaan
Hencye Construction Enginering Indonesia dari negara China, namun karena pandemic
covid . mereka mempending rencana investasinya di kota Tanjungpinang.

Dinas PM dan PTSP terus melakukan upaya untuk menark investor ke Kota
Tanjungpinang, misalnya dengan menyusun RUPM (Rencana Umum Penanaman
Modal), menyusun peta potensi investasi yang ada di Kota Tanjungpinang,
melaksanakan FGD dengan pihak-pihak terkait ( FTZ, Asosiasi-asosiasi, pelaku usaha,
dll), dan membuat Perda Pembernan Insentil dan Kemudahan Berusaha.

3. Indikator Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM
Tabel.3 dibawah ini
Indikator kinerja =~ Target Penetapan | Capaian Target Capalan
| Parsentase 2020 Panstapan 2019
PMA/PFMDN | Persentasa
menyampakkan LKPFM PMA/PMDN
2020 menyampaikan
LKPM
20189 |
Sodintions |
PMA/PMDN
menyampalkan 41. 4% 51.33% 30.47 54.66%
LKPM -

Salah satu fungsi DPMPTSP kota Tanjungpinang adalah melakukan pengendalian
Penanaman Modal sesuai Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, Dimana pelaku ussha dengan modal
diatas 500 juta memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanaman modalinya
per triwulan dan semester.

Fada tahun 2020, target PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM secara Online
berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan adalah 41.44 dari 150 orang pelaku
usaha yang ditargetkan. Sampai akhir Desember 2020, baru 77 pelaku usaha yang
menyampaikan LKPM baik secara online atau manual, yaitu 73 dari perusahaan besar
dan menengah dan 4 dari perusahaan Modal Asing (PMA). Dengan demikian Capaian
Persentase PMAPMDN menyampaikan LKPM adalah 5133 %, ada penurunan jumiah
LKPM dan persentase LKPM dan tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 jumlah pelaku
usaha yang menyampaikan LKPM adalah 82 pelaku usaha,

Kendala dalam pencapaian target LKPM ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran pelsku usaha terhadapat kewajiban mereka dalam



menyampaikan LKPM secara periodik ( tiwulan dan semester ),
2. Adanya migrasi data dari OSS Versi 1.0 ke 0SS Versi 1.1 yang menyebabkan banyak
data perusahaan yang tidak muncul sehingga harus dilakukan update data kembali.
3. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi dari pusat

Untuk permasalahan ini maka tindaklanjut atau sclusi yang akan dilakukan ocleh

DPMPTSP adalah

1. Melakukan kegiatan koordinasi dan singkronisasi pemantauan pelaksanaan
penanaman modal

2. Melskukan kegiatan koordinasi dan singkronisasi pembinaan pelaksanaan
pananaman modal

3. Melakukan keglatan koordinasi dan singkronisasi Pengawasan pelaksanaan
penanaman modal

4 Penyedigan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Penzinan Berusaha Secara Elektronik

4. Indikator Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan

Table 4 dibawah ini :
| Indikator kinerfa | TargetJumiah | Capaian Target Jumlah event Capaian
event promosi I 2020 | promosi investasi 2019
investasi yang | yang diikuti /
diikcuti / ' diselenggarakan
diselenggarakan 2019
2020
! 1 2 3 4 5
Jumiah event
promosi investasi
yang difkuti / 2 ' 2 2
diselenggarakan

+ Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tanjungpinang, melalui bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi
penanaman modal melaksanakan kegialan promosi dan partisipasi pameran dalam
negeri . Keglatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi potensi investasi dan
peluang usaha, informasi mengenai potensi tujuan tempat wisata, serta dalam upaya
meningkatkan minat dan ketertankan penanaman modal baik PMDN maupun PMA di
Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2020, untuk indikator jumiah event promosi sesuai perjanjian kinerja adalah
mengikuti 2 event promosi, dan capaiannya pada tahun 2020 adalah hanya 50 %. Dinas



PM dan PTSP hanya dapat mengikuti event promosi 1 kali yang diadakan di Yogyakarta
Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya refocusing kegiatan, realokasi

anggaran berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan
penanganan corona virus disease 19 ( covid-19 ).

'TUJUAN 2:
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

SASARAN :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
berdasarkan indikator masing-masing sasaran |

Capaian |

| 2 | Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan
Kualitas Masyarakat atas
Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Publik " Perizinan Satu Pintu 83.57 w0 ‘ 0530

(PTSP)

Jumlah Perizinan dan .
Non Perizinan Yang
Terlayani Melalui

| - Sistern Pelayanan
Perzinan Terintegrasi

‘ 55 izin 85 izin 93 izin |
| Secara Eletronik |

| "% Pengaduan Yang | |
- Ditindklanjuti dan 100 % 100 % 100 %
| | Diselesaikan |

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu
Pintu (PTSP)

Kuaiitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam
penyelenggara pemerintah yang baik mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah
gaerah. Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan
melakukan survey kepuasan masyarakat {SKM)



Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan
publik merupakan amanat PermenpanRB No 14 tshun 2017 Pekaksanaan SKM ini
minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Dalam Permenpan Mo. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM Ini bertujuan untuk

tingkat sabagal pengguna
dan meningkatkan kualtas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran -

mengukur kepuasan  masyarakat layanan

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilal kinerja
penyaienggara pelayanan,

2 Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kuslitas pelayanan
publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovati

dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayaran publik,

SKM dilakukan dengan mamperhatikan prinsip transparan, parlisipatif,
akuntabal, keadilan, netralitas. Adapun manfaat darl SKM adalah untuk mengetahui
kelemahan masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil dari survey
kepuasan masyarakal menjadi media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan
publik secara bertahap dan berkesinambungan.

Hasil akhir survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada
DPMPTSP dan tahun 2018 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah inl

'NO | HASIL SURVET IKM
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
Baik Balk Baik Balk Baik
" (81.25) (83.00) (83.50) (83,57 ) (B84.00) 86.18

Dilihat dan tabel diatas , ada kenalkan ada indeks kepuasan masyarakat dari tahun
sebelumnya Pada tahun 2019 indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
dibarikan DPMPTSP 83,57 dan pada tahun 2020 ada kenaikan yang cukup baik yaitu
8618 (10258 %) dan target Kenaikan indeks/skor inl menandakan masyarskat
pengguna layanan sudah merasakan adanya peningkatan layanan yang diberikan oleh



DPMPTSP. DPMPTSP pada tahun 2020 sudah melayani penyelenggaraan perizinan
secara online sebanyak 93 jenis perizinan, yaitu dengan aplikasi perizinan online 0SS,
SIMBG, SLF, dan SICANTIK Cioud.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan,
DPMPTSP direncanakan pada akhir tahun 2021 sudah mengoperasikan  Mal
Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang, yaitu lantal dasar Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang yang bertempat di jalan Agus Salim, Kecamatan
Tanjungpinang Barat. Mal Pelayanan Publik adaiah sebuah terobosan alternatif dalam
rangka mengintegrasikan berbagai macam jenis pelayanan. Adapun Instansi yang
akan bergabung di MPP kota Tanjungpinang terdiri dari instansi pemko, Provinsi,
instansi vertikal, BUMN/ BUMD. dan Perbankan Penyelenggaraan Mal Pelayanan
FPublik merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyeienggaraan Mal Pelayanan Publik.

Z. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik

Sampai dengan tahun 2020 , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Fintu Kotz Tanjungpinang, telah meisksanakan penyslenggaraan perizinan secara
oniine sejumiah 93 jenis izin. Pada tahun 2019 jumlah penyelenggarsan perizinan
secara online adalah 55 jenis izin, dengan demikian ada penambahan 38 jenis izin
yang sudah menggunakan aplikasi perizinan online. Adapun apilkasi perizinan yang
dimaksud adalah =plhas 155 i3 g id NBG  (Bimbg pu. go 1t ;
SICANTIK CLOUD (sicantikul lavanan.oo id

Dengan demikian Indikator Jumlah Perizinan dan MNon Perizinan Yang Terlayani
Metlalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik, dari target 102 jenis
penzinan baru mencapai 81.18 %. Target 102 perizinan yang terlayani dengan sistem
akan diselesakan pada tahun 2021.

Kendala dari pencapaian target inl adalah kurangnya SDM yang memiliki kemampuan
teknis di bidang IT.

3. % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan

Mekanisme pengaduan masyarakat , merupakan salah satu bentuk pengawasan
{control social) dengan menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan oleh dirinya atau
kelompoknya atas sualu masalah yang dihadapl, dilihat atau diamati sebagai reaksi
ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan, baik
yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak lain. Pada tahun



2020, jumiah pengaduan yang masuk ada 1 yaitu pada bulan Juni, terkait pengaduan
izin Mendirikan Bangunan. Dibanding 2019, pengaduan yang masuk sudah berkurang
jauh dan 7 pada tahun 2018 menjadi 1 pada tahun 2020, ini membuktikan pelayanan
perizinan yang diberikan sudah semakin balk. Semua pengaduan yang masuk baik
pada tahun 2019 dan tahun 2020 sudah selesal ditindaklanjutl dan sudah selesai/
funtas.

Indikator kinerja | Target % Capaian Target % Capaian |
Pengaduan Yang 2020 Pengaduan Yang 2019
Ditindklanjuti dan Ditindklanjuti dan
Diselesaikan 2020 Diselesaikan 2013
g 2 3 4 5]
% Pengaduan |
Yang
Ditinaklanjuti dan 100 100 100 100
Disetesaikan
I

Jumlah Inovasi yang dibuat/dilaksanakan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan layanan perizinan tersebul, pemerintah
kota tanjungpinang sebagaimana diamanatkan dalam PP No 24/2018 tentang
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kaml menyatakan akan
terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses
perizinan, meningkatkan penyelenggaraan sistem layanan, sehingga pelaku usaha
lebin merasakan manfaatnya, pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat
diproses secara slektronik dari yang sebelumnya secara offine sehingga terlalu banyak
izin dan memakan wakiu lama.

Pada Tahun 2020 DPMPTSP melakukan terobasan percepatan penerbitan izin dengan
penerapan tanda tangan elektronik (e-signature), dengan inovasi yang disebut dengan
SEKEJAP ( Sistem Elektronik E-Signature Tanjungpinang ). Melalui sistem ini, tentu
diharapkan dalam penyelenggaraannya dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada
pelaku usaha/bisnis terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan pelayanan tanpa
batas tempatl dan waktu serta bisa memberikan jaminan legalitas formal sebagaimana
amanat undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transakst elektronik
(ITE)



B. Realisasi Keuangan Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota
Tanjungppinang pada Tahun Anggaran 2020 memilki Total Belanja sebesar
Rp. 8 603.681.641,08,-, terdin dari :
» Beianja Tidak Langsung sebesar Rp. 5 683.101.938,16 -
= Belanja Langsung sebesar Rp. 3.077.197 887 -
Anggaran belanja langsung urusan Penanaman Modal sebesar
Rp. 3.077.197.887 - dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.991 640.048 atau
97.22 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %,

b.1 Program dan Kegiatan Penunjang Tercapainya Keberhasilan

Untuk Pencapaian sasaran stralegis dan indikator kinerja yang tertuang
didalam Pernanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2020, didukung oleh beberapa program
dan kegiatan, yiatu 8 program dan © kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:
1} Program Peilayanan Administrasi Perkantoran

+ Regiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
* Kegiatan Operasional Rutin Kantor
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
* Kegiatan Pengadaan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
kinerja dan keuangan.
+ Kegiatan Penyusunan Laporan SKM Terhadap Pelayanan Perizinan
4) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
» Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan SOP dan SP
= Pengembangan Sistem Informasi dan Updating Website DPMPTSP
» Perencanaan /DED Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang
3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
» Promosi dan Partisipasi Pameran Dalam Negeri
6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
* Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Tanjungpinang

b.2. Rincian Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Pregram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan alokasi sebesar Rp.
2.177.551.862 - memiliki realisasi keuangan sebesar 98 38 % dan realisas



fisik sebesar 100 %. dengan perincian sebagasimana tercantum pada tabel

berikut ini
‘ i Realisasi Tahun 2020
~ Total Anggaran % Yo
"“‘ i oo (Rp) (Rey | Realisasi Realisasi A
Penyediaan Jasa |
Enaga T
1 i ‘ 586.432.000,- | 574.555.000 | 97.97 | 100%
Operasional Rutin | ! — 1
2 Kantor 1.591.116.862- |1,567.316.501,- 9850 | 100%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 391.100.000,- memiliki realisasl keuangan sebesar 90.93 % dan
realisasi fistk sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada

tabel berikut .
: | Realisasi Tahun 2020 =
No Keglatan  Anggaran Keuangan Reslisas! | Roalinast Ket
Pengadaan Alst — | |
| 4 @lal Kantor dan
1 rumh Tangga | 391,100.000 | 355.640.450 80,93 100 %
i — I iz

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja

dan keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan
keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.270.000,- memiliki realisasi
keuangan sebesar 99.72 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian
sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Total | Realisasi Tahun2020
No ran % %
‘ ‘ mﬁ, Keuangan (Rp) | Realisasl | Realisasi & 'Ot
Keuangan  Fisik |
| Penyusunan .
| Laporan SKM
IT
F:E;:::n 256.270.000,- | 25.199.500, - 89972 100%
Perizinan |
! |

4) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar




Rp. 237 410.525,- memiliki realisasi keuangan sebesar 9546 % dan realisasi
fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel

berikut ini.
Hﬂﬂli!li Tahun 2020 |
Total Anggaran % |— %
No
gyt (Rp) Rey" | Realisasi | Realisasi Nt
. Keuangan | Fisik
FPenyusunan dan '
penyampurnaan _ _
1 S0P dan SP 74410525 716133254 8824 | 100%
DPMPRTSP ' “ |
1 Pengembangan | .
I Sistem Informasi |
dan Updating . .
i VWebsite B5.000.000 4 ﬁﬂ.ﬂﬁﬁ.ﬂm.-i B9.28 ‘ 100%
DPMPTSP !
Perencanaan | |
' DED Mal |
| 3 [ooayanen Publk | 95000000, 96.587.000, 9887 | 100%
| Tanjungpinang
I

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promos: dan Kerasama invesiasi dengan alokast
anggaran sebesar Rp. 131 000 000 memiliki realisasi keuangan sebesar 8872
% dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan perincian sebagaimana tercantum
pada tabel berikut ini

| Realisasi Tahun 2020
Total Anggaran Uiy B
Nel Nogwane (Rp) Keusngan | Realisasi |Reslisasi "t
— N | | Keuangan | Fisik
| Promosi dan = |
| Partisipasi
1 | Pameran Dalam = 131.000.000,- | 129.317.900,- 98,72 100%:
‘ MNegeri

6) Program Peningkatan lklim Investasi dan Realisasi Investasi
Frogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 114,885.500,- memiliki realisasi keuangan sebesar 98.36
% dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sabagaimana tercantum
pada tabel berkut ini,



Realisasi Tahun 2020

No Keglatan Total m‘ X %% g Ket

(Rp) Realisasi  Realisasi
Keuangan  Fisik

Pembuatan |
| Peta Potensi
1 | Investasi Kota 114.865.500,- | 112.976.980,- 98.36 100%
Tanjungpinang |

b.3 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada tahun 2020 sudah melakukan

efisiensi anggaran, yaitu:

1. Melakukan peningkatan aplikasi perizinan ( SICANTIK) yang hanya dilakukan
oleh SDM yang ada di DPMPTSP,

- Keglatan Pengawasan dan Pengendalian PM dilakukan tanpa anggaran , dan

3. Melakukan pengurangan belanja untuk beberapa item di masing-masing

kegiatan.

b.4 Capaian Kinerja Standar Nasional
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tidak ada penetapan indikator
berdasarkan terget Nasional.



BAE IV
PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 disusun sebagal
wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi
Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan
laporan ini adalah untuk memberikan gambaran ftingkat pencapaian sasaran
maupun tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Secara singkat LAKIP DPMPTSP 2020 adalah sebagal berikut -

1. Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tanjungppinang pada Tahun Anggaran 2020 memiliki Total Belanja sebesar
Rp. B.603.681.641,08 - (Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 5.683.101.938,16,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.077.167.887 -)

2 Anggaran belanja langsung urusan Penanaman Modal sebesar Rp.
3.077.197 887 - dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2881640046 atau
87.22 % dan rate-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

4. Kinerja Indikator kinerja program wurusan Penanaman Modal di  Kota
Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 13 indikator kineria. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 10 indikator dengan status capaian kategori sangatl tinggi. sebanyak 1
indikator dengan status capaian kategori tinggl, dan sebanyak 2 indikator
dengan status capaian kategori sangat rendah.

Indikator yang yang status capaiannya rendah dan sangat rendah yaitu:

(1) Jumiah investor berskala nasional (PMA) ;

(2} Jumlah event promosi investasi yang dilkuti/ diselenggarakan

Faklor yang mempengaruhi capaian target indikator Jumiah investor berskala
nasional (PMA) sangat rendah yaitu pada tahun 2020 dunia mengalami dampak
dan pandemic covid-18, hampir semua sekior usaha tidak dapat melakukan
perluasan usaha ke negara lain. Sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya
kegiatan investasi baru ke negara yang diminatinya, termasuk Indonesia.
Kebijakan Lock down yang dilakukan hampir semua negara juga menghentikan
aktivitas perekonomian termasuk keglatan Penanaman Modal. Pada tahun 2020
hanya kegiatan yang disektor medis/kesehatan yang berkembang. Dampak dari
pandemic dan kebijakan negara-negara tersebut, berimbas juga kepada kota
Tanjungpinang, sehingga pencapaian target tidak dapat dipenuhi. Untuk jumiah
event promosi investasi yang dilkutildisenggarakan, tidak tercapai karena adanya
refocusing anggaran, berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang



Refocusing Anggaran, Serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-18) . Dengan demikian Skala
prioritas anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang di  fokuskan guna
penanggulangan Covid-18., sehinga target event yang semula 2, menjadi 1 kali,

4. Dibandingkan tahun 2019, teriihat beberapa indikator mengalami peningkatan
dan penurunan capaian kinerja, seperti:

(1) Jumiah nilai investasi berskala nasional (PMA}; (2) Jumlah perijinan dan non
perijinan yang terlayani melalul sistem pelayanan perizinan; (2) Persentase
jumiah pemenuhan komitmen dari dokumen perizinan yang diterbitkan melalui
0SS5, (3) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakal atas Pelayanan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu (PTSP).

(2} Sementara itu indikator kinerja daerah yang capaiannya menurun yaitu: (1)
Jumlah investor berskala nasional (PMA), (2) Jumiah investor berskala
nasional (PMDN); (3) Persantase PMA/PMDN menyampaikan LKPM secara
elektronik

5. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota diKepulauan Riau
Tahun 2018 dan 2020

| Indeks | Kategori
1_|Kota Tanjungpinang 372 .
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